
Dipindai dengan CamScanner

a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta
masyarakat dalam pembangunan dan untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi
Kalimantan Selatan, perlu melakukan pengelolaan
pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi
infonnasi;

b. bahwa untuk mengintegrasikan berbagai media
pengaduan dalam menerima aduan masyarakat dan
optimalisasi penggunaan media pengaduan masyarakat,
perlu dilakukan pengelolaan aduan masyarakat melalui
media komunikasi e1ektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Media Komunikasi
Elektronik di Provinsi Kalimantan Selatan;

1. Pasal 18 Undang-Undang Oasar Negara Repuhlik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tabun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lernbaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4843);
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'I. Undang-Urulr n I NOITlor.1 Tuhun 2 08 ten: ng K' .rbuks an
lnformnsl Publlk (L mbt n n Neg,.r,. J publik Indonesia
T hun 2 08 Nornnr () I, Tamhs h: n L .rnbaran N 'WIn, p blik
Jndon 'sic Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 cntang mbudsrnan
Rcpublik Indonesia [Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lcrnbaran Neg ra
Republik Indonesia Nomor 4899);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PeJayanan
PubJik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lernbaran Negara RepubJik Indonesia
Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi
Perncrintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pernerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 1999 Nomor 129 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor3866);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
PenycJenggaraan Sistcm dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5348);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lernbaran Negara
RepubJik Indonesia Nomor 5357);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pcrangkat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
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19. Peraturan 1enteri Pendayagunaan Aparatur egara
dan Refonnasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang
Pedoman Sistem Pengaduan Pelaj anan Publik asional
(Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 omor 1726)'

20. Peraturan Menteri Dalam ezeri ornor 80 Tahun ....015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Ben a Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan lenten Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubaban Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)'

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4
Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 1 ornor 4)'

22. Peraturan Daerah Prov insi Kalimantan Selatan Nomor 12
Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam
Pen)elenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan elatan
Tahun 2013 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan omor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tabun 2016 Nomor 11,
Tarnbahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 100);

24. Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 07_
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016 Nomor 721'

20 13 tentang
egara Republik

17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
Pengelolaan Pelayanan Pu blik (Lernbaron
Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apararur egara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 ten tang Road
Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 27)'

1. Pernturau 12 Tah n 217 n ng
Pembina tl d 11 'ng' w nv I n araan P m rin ah
u " h (L m 4 r n N g f' R ,.pu bIik Jndon ia Tah un 201 7

N m r 7 • Tambahan L rnbaran N ar R pu lik Indon ia
Nomor 604 1)'

1-. raturan Pem rintah Nomor 2 Tahun 2018 entang S andar
lav anan Minimal (Lembaran egara Republik Indone ia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambaban Lembaran egara Repub ik
Indonesia Nomor 6178)'

16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tabun 2018 tentang Kerja
Sarna Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 ornor 97 Tambahan Lernbaran egara Republik
Indonesia Nomor 6219);
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Dalarn Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan
Daerah yang memimpin peJaksanaan urusan pernerintahan ~ang menia i
kewenangan daerah otonom.

3. Gubemur adaJah Gubernur KaJimantan Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kaliman an .....ela

5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaliman
Selatan.

6. KepalaDinas adalah KepalaDinas Komunikasi dan Informatika Profin
Kalimantan Selatan.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adaJah Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Badan.

8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BU 1 adalah
Badan Usaha Milik Negara di Wilayah Provinsi Kalimantan Sela an.

9. 8adan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
Badan Usaha Milik Daerah eli Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

10.Pengaduan Pelayanan Publik adalah penyampaian keluhan oleh individu,
masyarakat, lembaga, dan organisasi tentang adanj a pelayanan atau
perlakuan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

11.Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah Pengaduan Pela allan Publik
yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya
penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh Aparatur Negara
yang mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara dalam rangka
penyclenggaraan pemerintahan umum, pembangunan, dan pelayanan
masyarakat.

12.Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan adalah Pengaduan Pelayanan
Publik yang isinya mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik
yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan.

13.Pengelolaan Pcngaduan Pelayanan Publik adalah proses kegiatan .ang
mcliputi penerirnaan, pcncatatan, penclaahan, pengklasiiikasian,
penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penclitian, pemeriksaan, pelaporan,
tindak lanjut, dan pengarsipan dalam rangka menjamin kepastian
penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik dalam memperoleh pelayanan
publik.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERATURAN au .RNUR TENT" PE EL L /\'
P "LAYANAN PUBLIK MELALUI MEDIA KO U IKASI

J PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Mcnrtnpknn:

MEMUTU KA :
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Prinsip dalarn pcngclolaan Pengaduan I clayannn Publik t .rdiri da ri:

a. obyektif, kcgiatnn penanganan P mgnduan P layanan Publik harus
berdasarkan Iakta atau bukli YAng dapat dinilr i bcrdasarkan kritcris
yang ditetapkan;

b. koordinatif, p nangnnan Pcngrdunn P layannn I ublik haru
dilaksanakan dcngan k ',Ijn samn ynng balk nntar p ejnbat yang
berwcnang dan crknit bcrdasarknn mckanisrnc, tata kcrja , dnn
pro cdur;

c. tidak diskriminntif, pcnangn nan Pcngnrluan Pclnynnan Publik dilakukan
dcngan pcrlukuan yang sama tcrhadr P sctinp pcngndunn dun tidak
m mb dakan uku, agamn, rns, ctnis, 'end r, dun p ' r limb, ngan JAin
yang bersuat subjcktif;

d. cfckLif dan cflsicn, pcnnnganan Pcngndunn P IOYAn n PuhJik hnrus
dilaksanakan secara tcpat sasamn, hcrnn tcnng , waktu, dan biaya;

e. akuntabcl, prose pmnngnnnn P ingndunn P laynnnn Publik dan tindak
lanju tnya harus dapat dip ·rtnnggunRjnwnbknn k ·pnda masyaraknt
scsuai dcngnn pros dur scrtn kcicntunn peru uran pcrundnng­
undangan;dan

I ngian 1<xlua

Prin ip
P s 6

4. media Twitter den 'An namr nkun (J lnporpamnn /I p4nlnpor
#hpor1708 #Japorpamnn.

b. media berbasu non-Inrcrnct, tcrdiri cion:

Media SMS L/\J'ORP/\MAN rnclalui pcsan slngknt t .lcpon nomor ] 70

Media komunikasi clcktronik scbngnlmnnn dirnakxud rlnlnm Pasal ~
mcliputi:

a. media bcrbasis online, t rd iri dari:

1. media LI\POR! mclalui website www.Jnpor.go.id;

2. media L/\PORI In lalui aplikasi ponsel hcrbnsls android;
3. media Insta "ram den nn nama akun LAP R PAM/\N (a lnporpnrnn n]:

dnn

'ohIH< J))(!liplIli
tndH lu i mcd i:J

(1) RUAn lin 'I<up pcngclolnnn Per gild Ill. 1'{~lnYHlHH
I mgnduan Pcloynnnn Put lik 'yllnl~ cliHSlmpsdJ<IIn
komunikast clcktronlk.

(2) P ngclolann 1 mgnclunn I iluynnnn Publik ~cl>nl'lli. nnn cii. nJ(s lei c1S1J:em
aya (1) dis 'c1 in kn n s nrn r ism j olch 1''' mcrlnta h PUSSI I. cln lui

P "m irintn h I rovinsi Knlimr ntnn Sclatan.

Itl\l\ III

jl 1\NULl N(i1\l I' J ) 1\N 1'1INS II'

I JOll,lnll I (=, 11111

l~lInllg L1ngl<llP
Pnsnl tJ
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(I) Materi Pengaduan Pelayanan Publik meliputi pengaduan yang berkaitan
dengan kondisi pelayanan publik oleh aparatur atau lembaga
pernerintah baik Pernerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. maupun instansi
vertikal Pemerintah yang tidak scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Materi Pengaduan Pelayanan Publik dibedakan menurut klasilikasi:
a. Infrastruktur, meliputi:

1. jalan dan jembatan;
2. bangunan dan gedung; dan
3. sarana dan prasarana pengairan.

b. Non Infrastruktur, meliputi antara lain:
1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. kependudukan;
4. kepegawaian;
5. energi;
6. pertanian;
7. pembangunan daerah;
B. keuangan dan aset;
9. bencana;
10. ekonomi dan industri;
11. sosial masyarakat;
12. lingkungan;
13. pariwisata dan budaya;
14.forkopimda;
15.kabupateri/ kota;
16. SABERPUNGLI; dan

17. LAPOR SP4N;

BABIV
MATERI PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 7

f. transparnn, hnsil p non zunan Pcngaduan Pelayanan Publik dilakuka n
berda arkan mckanismc dan proscdur yang jclas dan terbuka, schingga
mnsyarakat yang bcrkepcntingan dapat mcngetahui perkernbangan dan
tindak lanjutnya.

-7-
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Mekanisme pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagai berikut:
1. admin pengelola akun pada TP4 Provinsi menerima Pengaduan

Pelayanan Publik melalui media komunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5.

2. admin pengelola akun pacta TP4 Provinsi meneruskan pcngaduan
kepada TP4 Unit melalui Pejabat Penghubung pada TP4 Unit, paling
lama 2 (dua) hari sejak pengaduan masuk.

3. masing-rnasing pejabat pcnghubung pad a TP4 Unit mencruskan
pengaduan kepada bidang yang berwenang dcngan disposisi pimpirian
di lingkungan rnasing-masing.

BAB VI

MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK

PasaJ 11

(1) TP4 Unit dibentuk dengan Keputusan pimpinan organisasi PD,
Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, BUMNdan BUMD masing-ma ing.

(2) Tugas TP4 Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rneliputi:
a. mengoordinasikan pengelolaan pengaduan yang diterima mclalui TP4

Provinsi; dan
b. mengoordinasikan tindak lanjut dan penyelesaian Pengaduan

Pelayanan Publik dengan pejabat di lingkungan masing-masing.

Pasal 10

(1) TP4 Provinsi dibentuk dengan Kcputusan Gubernur.
(2) Tugas TP4 Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. mengoordinasikan pengelolaan pengaduan yang diterirna mel lui
media resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan SeJa tan;

b. mengklasifikasikan dan meneruskan Pengaduan Pclayan n ublik
yang diterima kepada Tim PengeloJa Pcngaduan Pelayanan ublik
Tingkat PD/Kabupaten/Kota/lnstansi Vertikal / BUMN / BUM s. uai
bidang masing-rnasing; dan

c. memantau tindak lanjut dan penyelesaian Pengaduan Pe lay nan
Publik yang telah disampaikan kepada Unit Pengelola Pcngaduan
Pelayanan Publik Tingkat PD/Kabupaten/KotajInstansi VcrLikaJ/
BUMN/BUMD.

Pasal 9

Uut uk f ktivitas pclaksanaan pcngclolaan Pcngadua n Pclayannn Puhlik
nib ntuk Tim Pengelola yang terdiri alas:
a. TP4 Provinsi; dan

b. TP4 Unit

1/\ V

TP4

Pasal 8

-H -
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Biaya yang diperiukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pacta
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB VIII

PEMBlAYAAN
Pasal 14

(1) Setiap pimpinan PD/lnstansi Vertikal/BUMN/BUMD dan
Kabupaten/ Kola melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan
pcnyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik yang ditcrima.

(2) Setiap pimpinan PD/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD dan
Kabupaterr/Kota melakukan evaluasi atas penanganan Pengaduan
Pclayanan Publik sesuai bidang masing-masing.

(3) Setiap pimpinan PD/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD dan
Kabupaterr/Kota menyampaikan laporan secara berkala setiap triwulan,
kcpada Gubernur melalui Ketua TP4 Provinsi.

(4) Pcnyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik tentang masalah yang
menjadi perhatian masyarakat luas dapat dilaporkan sewaktu-waktu
sesuai keperluan.

BAB VII
PEMANTAUAN,EVALUASIDANPELAPORAN

Pasal 13

(1) lain tanggapan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ala
P ngaduan Pelayarian Publik, seuap pirnpinan PD/lnstansi
Vcrtikr 1/ UMN/BUMD dan Bupati/Walikota wajib menindaklanjuti
dengan penyelesaian masalah yang diadukan, antara lain berupa:
a. perbaikan manajemen layanan yang diadukan, untuk pengaduan

yang tidak berkadar pengawasan;
b. pemeriksaan atau klariftkasi dugaan pelanggaran atau

pcnyclewcngan oleh aparatur pemerintah, untuk pengaduan yang
tidak berkadar pengawasan; dan

c. pemenuhan hak pelapor.
(2) Tindak lanjut atas Pengaduan PelayananPublik scbagaimana dimaksud

pada ayat (1), harus diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan
dalam standar operasional pelaksanaan (SOP) dan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Pasal 12

4. bidnn J ,'ltIll' hC'1 rcnnng III rumuskr n tJlnl'gnprm ntn. Pe ngad unn
P lnynnnn I ublik dun rn on. ·(·nthknn kcpnrln pcjnbn pcrigh ibun I pada
'1'1>'1 nit.
pcjnl nt pcnghubung pada TP4 Unit III .n JUnl:ill::th 1ft ggapan HIJ)~

J cnundunu l' -In nnan J ublik kc media kom uniks i y .. ng dite n kari,
P' Unit lnrnn t1 (cmpat) had sejak pengaduan rna uk.



Dipindai dengan CamScanner

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019 NOM OR IB

k'/
ABDUL HARlS

Oiundangkan di Banjarbaru
pada tanggal J.o Ftbfl"Jln':4>{3

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

Ditetapkandi Banjanna .
pada tanggal :L6 r~rw. P-olj

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur iru dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provin i
Kalimantan Selatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 16

1 n 'I lnnn P n aduan Pelayanan Publik rnelalui media komunikn: i
el ktronik eli masing-masing PD/lnstansi VertikaJ/BUMNjBUMD clan
KA up t ti] 1"ota yang sudah beIjalan tetap berjaJan e uai dcngan
k ~t en uan dan mckanismenya.

I A13 IX

1\1-4TENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15
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